








Pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui Pendaftaran 
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 di Kecamatan Malinau 
Kota, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara telah dilaksanakan sesuai 
dengan Permen ATR/Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL. 
Dari hasil penelitian, Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau telah 
menerbitkan sertipikat Hak Milik atas tanah terhadap 17 responden Tahun 
2018, tetapi faktanya dari 17 responden 3 responden yang belum 
mengambil sertipikat Hak Milik atas tanah dari Kantor Pertanahan 
Kabupaten Malinau yaitu karena tidak berkenan membayar BPHTB serta 
tidak hadir dalam sehingga informasi yang didapatkan tidak menyeluruh 
dan terjadi kesalahpahaman, keberatan yang disampaikan saat tahap 
pengumuman hasil data fisik mengenai luas tanah di SKPT adalah 735 m² 
dan sesudah pengukuran adalah 630 m² belum terselesaikan, masih 
memiliki kesibukkan. Solusi Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau 
mengenai hal tersebut ialah harus Pemilik tanah yang bersangkutan yang 
datang ke Kantor Pertanahan dan menanyakan perihal permasalahan 
megenai adanya keberatan ukuran tanah setelah diukur berbeda dengan 







Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka dapat disampaikan 
saran agar Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau lebih sering 
mengadakan penyuluhan mengenai Hukum Pertanahan dan khususnya 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di semua Kecamatan yang 
berada di Kabupaten Malinau (PTSL) dan untuk pemilik tanah sebagai 
peserta PTSL mempersiapkan semua persyaratan yang berkaitan dengan 
PTSL serta mengikuti kegiatan penyuluhan yang diadakan oleh Kantor 
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